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KATA PENGANTAR 

 

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) merupakan serangkaian kegiatan 

pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana 

pengelolaan air limbah domestik. 

Sehubungan dengan pekerjaan ñPenyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air 

Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Bangka Belitungò, dengan ini kami sampaikan Dokumen 

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tahun 2023-2043. Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berisi 

antara lain Pendahuluan, Deskripsi Daerah Perencanaan, Standar dan Kriteria Perencanaan, 

Analisis Kondisi Penyelenggaraan SPALD, Perumusan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan 

SPALD, Rencana Program Penyelenggaraan SPALD, Indikasi Pembiayaan Penyelenggaraan 

SPALD dan Penutup.  

Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2023-2043 diharapkan dapat menjadi acuan untuk menetapkan dan 

merencanakan kebijakan dan arahan terkait pengelolaan air limbah domestik di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. Proses penyusunan dan penyelesaian tentunya berkat kerjasama 

dan dukungan dari berbagai pihak. 

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan 

banyak terima kasih. 

 

 

 

Pangkalpinang,   Oktober 2023 

                Team Leader 

     

 

                   (Marwan Mustika, S.T)  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1.  LATAR BELAKANG 

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang berdampak pada peningkatan 

jumlah hunian di daerah, serta kemajuan dan perkembangan ekonomi dan pembangunan 

infrastruktur, maka kebutuhan akan air bersih dan meningkatnya jumlah air limbah 

domestik.  Air limbah domestik merupakan sumber utama pencemar badan air dan tanah, 

sehingga perlu diadakannya pengolahan secara baik dan terpadu di berbagai lokasi. Bila 

jumlah limbah sudah terlalu banyak, alam tidak lagi dapat membersihkannya secara 

keseluruhan sehingga terjadi pencemaran terhadap lingkungan dan sumber daya air yang 

sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Sebagai akibatnya, masyarakat akan 

terganggu kesehatannya. Selain itu, bisa juga menimbulkan beberapa penyakit yang dapat 

disebabkan oleh bawaan air (water borne diseases) seperti diare, muntaber, malaria, 

filariasis, trahoma, penyakit cacing, dan lain-lain. 

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan 

pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Air limbah 

domestik terbagi menjadi Air limbah domestik terdiri dari air limbah kakus ( black water) 

dan air limbah non kakus (grey water).  Dalam perkembangannya, pertumbuhan tingkat 

jumlah penduduk yang meningkat akan berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan 

akan air bersih. Peningkatan kebutuhan air bersih tentu saja akan berdampak pada 

meningkatnya jumlah air limbah sehingga penyaluran grey water yang di gabung dengan 

sistem drainase tentu saja tidak dibenarkan.  

Rencana Induk penyelenggaraan SPALD harus direncanakan untuk periode perencanaan 

20 (dua puluh) tahun, ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai 

dengan kewenangannya. Periode perencanaan dalam penyusunan Rencana Induk dibagi 

menjadi 3 ( tiga) tahap perencanaan, meliputi : 

1. Perencanaan Jangka Panjang 

Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka panjang merupakan rangkaian dari 

keseluruhan penyelenggaraan di sektor air limbah domestik untuk jangka waktu 20 

(dua puluh) tahun.  

2. Perencanaan Jangka Menengah 

Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka menengah merupakan penjabaran 

dari perencanaan jangka panjang untuk jangka waktu 5 ( lima) tahun.  
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3. Perencanaan Jangka Pendek 

Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka pendek merupakan penjabaran dari 

perencanaan SPALD jangka menengah yang sifatnya mendesak untuk jangka waktu 

1 (satu) tahun.  

Pada tahun 2015, Indonesia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Tema yang diusung oleh 

SDGs adalah ñMengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutanò dan 

merupakan rencana aksi selama 15 tahun, berlaku sejak 2016 hingga 2030. Kesepakatan 

ini berlaku secara universal, artinya seluruh negara termasuk negara maju mempunyai 

kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs. SDGs dirancang secara 

partisipatif, dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan. Dalam dokumen bertajuk 

ñTransforming Our World: The 2030 for Sustainable Developmentò, seluruh negara dan 

stakeholder bekerjasama dan berkolaborasi untuk mengakhiri kemiskinan, menciptakan 

bumi yang lebih aman bagi semua umat manusia, dan segera menentukan langkah yang 

pasti untuk pembangunan berkelanjutan demi terjaminnya kualitas hidup generasi yang 

akan datang. Target SDGs 6.2: "Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi (Air 

Limbah Domestik) dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan 

menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus 

pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan" dengan indikator: 

pertama, Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, yaitu 

jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi 

dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%); kedua, 

Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF) /Stop Buang Air Besar 

Sembarangan (SBS), yang menunjukkan pendekatan terhadap tingkat praktik BABS di 

Indonesia. Dalam data Susenas, tingkat praktik BABS ditunjukkan dengan proporsi rumah 

tangga yang masih mempraktikan BABS di tempat terbuka; ketiga, Proporsi rumah tangga 

yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat, yang menunjukkan akses sanitasi 

aman sistem terpusat, yaitu jumlah rumah tangga dengan fasilitas sanitasi yang terhubung 

ke SPAL (Sistem Pengelolaan Air Limbah) (%); keempat, Proporsi rumah tangga yang 

terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja, yang menunjukkan akses sanitasi aman sistem 

setempat, yaitu proporsi rumah tangga menggunakan fasilitas tempat buang air besar 

sendiri dengan jenis kloset leher angsa yang tersambung dengan tangki septik dan disedot 

minimal sekali dalam jangka waktu 5 tahun terakhir (%).  

Beberapa isu di sektor sanitasi diantaranya pertama, persebaran dan pemanfaatan 

infrastruktur sanitasi yang belum optimal; kedua, kurangnya kesadaran, permintaan, dan 
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partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sanitasi aman; ketiga, masih rendahnya 

komitmen dari pemerintah daerah; keempat, belum optimalnya fungsi regulator, operator, 

dan pengawasan pengelolaan sanitasi di daerah; kelima, terbatasnya pendanaan yang 

teralokasikan dan belum optimalnya pemanfaatan sumber pendanaan alternatif untuk 

pemenuhan rantai layanan sanitasi; keenam, investasi dan intervensi pendanaan 

infrastruktur sanitasi juga masih belum efektif dan tepat sasaran; ketujuh belum adanya 

pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.  

Seiring dengan pengakhiran RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 

dan akan disusun RPJPD 2025-2045 maka Dokumen Perencanaan SPALD lintas Kabupaten 

Kota akan menjadi sangat penting dalam memberikan masukan arah pembangunan di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keterkaitan Dokumen Perencanaan SPALD, 

Penyusunan Rencana Induk SPALD untuk daerah mengacu pada pengembangan wilayah 

(RTRW dan RDTR) dan rencana pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD) sesuai 

peraturan perundang-undangan. Penyusunan Rencana Induk SPALD untuk kepentingan 

strategis nasional merujuk pada pengembangan wilayah nasional (RTRWN dan RTR-KSN) 

dan rencana pembangunan nasional (RPJPN dan RPJMN) sesuai peraturan perundang-

undangan. Rencana Pengelolaan Sumberdaya Air yaitu Rencana Induk yang disusun oleh 

Balai Wilayah Sungai Kepulauan Bangka Belitung dan Standar Pelayanan Minimal bidang air 

limbah yang ditetapkan dan atau telah dilaksanakan oleh Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung yang merujuk pada target capaian nasional. Kedudukan Rencana Induk SPALD 

berada dibawah kebijakan spasial di masing-masing daerah baik Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota.  

Rencana Induk berfungsi sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan strategi 

penyelenggaraan SPALD per kawasan dan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana 

program investasi infrastruktur.  Kedudukan Rencana Induk penyelenggaraan SPALD secara 

sistematik ditampilkan pada Gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4 
 

DOKUMEN RENCANA INDUK SPALD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

Gambar 1. 1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan SPALD  
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Sumber: Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2007 

 

Pada tahun 2022 capaian akses sanitasi (Air Limbah Domestik) layak sebesar 

91,63% (BPS, 2023) dan akses sanitasi aman 6,78%.  Melihat angka capaian tersebut 

dengan tantangan isu strategis dan permasalahan di kabupaten/kota, maka diperlukan 

adanya dokumen perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi kepulauan 

Bangka Belitung. 

Pekerjaan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Dosmetik 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimaksudkan untuk merencanakan Rencana Induk 

SPALD lintas Kabupaten/Kota mencakup penyelenggaraan SPALD-T dan/atau SPALD-S 

yang terdapat di dalam lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi. 

Rencana Induk disusun berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota dalam wilayah perencanaan 

regional. 
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1.2.  MAKSUD DAN TUJUAN  

1.2.1.  MAKSUD 

Maksud dari kegiatan ini adalah tersusunnya pedoman dalam pengembangan dan 

operasional penyelenggaraan SPAL berdasarkan perencanaan yang efektif, efisien, 

berkelanjutan, dan terpadu dengan sektor terkait lainnya.  

 

1.2.2.  TUJUAN 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh Rencana induk SPAL yang 

sistematis, terarah, dan tanggap terhadap kebutuhan sesuai karakteristik lingkungan dan 

sosial ekonomi daerah, serta tanggap terhadap kebutuhan stakeholder (pemerintah, 

investor, masyarakat). 

 

1.2.3.  SASARAN 

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah mencakup 

wilayah pelayanan air limbah sistem terpusat dan sistem setempat yang terdapat di dalam 

lebih dari satu wilayah administrasi kabupaten dan/atau kota dalam satu Provinsi. 

 

1.3.  RUANG LINGKUP  

1.3.1.  MUATAN 

Dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 

memuat: 

1. Rencana Umum, meliputi: 

a. Gambaran umum daerah dan kawasan rencana dan 

b. Kondisi wilayah baik fisik maupun non fisik. 

2. Standar dan Kriteria Pelayanan 

Standar pelayanan SPALD ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, mutu pelayanan, 

dan penerima layanan yang akan diterapkan di wilayah perencanaan. Kriteria 

pelayanan mencakup kriteria teknis yang digunakan dalam SPALD sesuai standar 

pelayanan yang akan diterapkan. 

3. Rencana Penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T 

Rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T didasarkan pada: 

a) RTRW, RDTR, dan RTR-KSN 

b) RPJP Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota 

c) RPJM Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota 

d) Analisis kondisi wilayah dan kawasan perencanaan SPALD 
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e) Analisis kondisi penyelenggaraan SPALD saat ini, termasuk permasalahan dan 

potensi dalam penyelenggaraan SPALD 

f)  Analisis keterpaduan penyelenggaraan SPALD dengan prasarana dan sarana 

umum dan utilitas 

g) Analisis isu strategis dalam penyelenggaraan SPALD jangka panjang 20 (dua 

puluh) tahun perencanaan 

h) Penentuan kebijakan dan strategi penyelenggaran SPALD-S dan SPALD-T jangka 

panjang, menengah, dan pendek untuk daerah dan kawasan perencanaan dan 

i) Penentuan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan SPALD-S dan   

SPALD-T jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. 

4. Indikasi dan Sumber Pembiayaan 

Indikasi dan sumber pembiayaan berupa besaran biaya penyelenggaraan SPALD 

jangka panjang, jangka menengah, jangka jangka pendek, dan sumber pembiayaan 

(APBN, APBD, pelaku  usaha, dan/atau masyarakat). 

5. Rencana Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Rencana kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPALD antara lain 

meliputi bentuk kelembagaan, struktur organisasi, dan tata kerja disermi kebutuhan 

SDM. 

6. Rencana Legislasi (Peraturan Perundang-undangan) 

Rencana legislasi (peraturan perundang-undangan) berupa kebutuhan peraturan 

perundang-undangan, baik untuk daerah dan Kawasan. 

7. Rencana Pemberdayaan Masyarakat 

Rencana pemberdayaan masyarakat merupakan rencana untuk meningkatkan 

pemahaman, keterlibatan, komitmen, dan sinergi masyarakat dalam 

menyelenggarakan SPALD. 

 

1.3.2.  RUANG LINGKUP PEKERJAAN  

Secara umum, hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyusun rencana induk 

pengembangan SPAL adalah: 

1. Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Data yang dikumpulkan meliputi data kondisi daerah rencana dan data kondisi 

SPALD saat ini. 

a) Data kondisi Daerah Rencana 

Berisi data sekunder dan primer yang dibutuhkan untuk menyusun Rencana 

Induk SPALD, sebagai berikut: 



 

7 
 

DOKUMEN RENCANA INDUK SPALD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

1) Deskripsi Daerah dan Kawasan Rencana 

 Deskripsi singkat daerah dan kawasan rencana meliputi letak daerah dan 

kawasan rencana secara geografis. 

2) Topografi 

 Data topografi meliputi kontur tanah yang ditampilkan pada peta topografi 

dalam skala 1:100.000 atau 1:50.000 

3) Iklim 

 Data iklim meliputi penyinaran matahari, kelembaban, suhu udara, dan 

curah hujan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.  

4) Kualitas Sungai dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air 

 Data yang dibutuhkan yaitu panjang sungai, daerah dan kawasan yang 

dilewati, debit sungai, data Biological Oxygen Demand (BOD), keadaan 

sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS), dan rencana pengembangan 

pengetahuan analisa daya air maka dilengkapi dengan peta yang 

menggambarkan sungai yang ada di daerah rencana. 

5) Kualitas Air Tanah 

 Data kualitas air tanah yang dibutuhkan meliputi data permeabilitas tanah, 

data kualitas air tanah permukaan, data kualitas air tanah dalam dan data 

kedalaman muka air tanah 

6) Geologi 

 Data geologi meliputi data struktur tanah di daerah dan kawasan rencana 

disertai dengan peta geologi. 

7) Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

 Data prasarana, sarana, dan utilitas antara lain meliputi data prasarana dan 

sarana air minum, persampahan, jaringan drainase, dan jaringan listrik.  

8) Rencana Penataan Wilayah 

 Data yang dibutuhkan antara lain data penggunaan lahan untuk daerah dan 

kawasan rencana (dilengkapi dengan peta), dan RTRW yang dibuat oleh 

masing-masing daerah rencana. Data ini juga dilengkapi dengan prasarana 

dan sarana ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk perkantoran 

pemerintahan. 

9) Kependudukan 

 Data kependudukan antara lain meliputi jumlah penduduk, laju 

pertumbuhan penduduk, struktur umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan,  

ketenagakerjaan, mata pencaharian, tingkat pendapatan, dan lain-lain. 
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Data tersebut berdasarkan data kondisi saat ini dan data proyeksi 20 (dua 

puluh) tahun kedepan. 

10) Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat 

 Data kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi: 

a. Data sumber mata pencaharian 

b. Penilaian kemiskinan 

c. Profil kesehatan penduduk, jenis penyakit, dan jumlah prasarana 

kesehatan 

d. Kesadaran terhadap pengelolaan air limbah domestik dan kesediaan 

membayar untuk layanan sanitasi. 

11) Data Kondisi SPALD Saat Ini 

 Data kondisi SPALD saat ini dikelompokkan dalam Data Teknis dan Data 

Non Teknis. 

a) Data Teknis 

Data teknis yang diperlukan untuk SPALD-S antara lain meliputi:  

1) Data sumber air minum; 

2) Data area pelayanan SPALD-S 

3) Data kepala keluarga (kk) yang menggunakan cubluk dan tangki 

septik 

4) Data sarana pengangkutan lumpur tinja meliputi jumlah sarana, 

jenis sarana, volume, dan ritasi 

5) Data IPLT meliputi jumlah dan luas IPLT, tahun pembangunan, 

proses pengolahan lumpur tinja, data efluen dari IPLT, kelengkapan 

prasarana dan sarana pendukung, disertai dengan denah lokasi dan 

diagram proses pengolahan. 

Data teknis yang diperlukan untuk SPALD-T antara lain meliputi:  

1) Data sumber air minum, meliputi sumber, cakupan pelayanan SPAM 

2) Data cakupan pelayanan SPALD-T 

3) Data Sambungan Rumah (SR) yang menggunakan SPALD-T dan 

4) Data IPAL-D meliputi jumlah dan luas IPAL-D, tahun pembangunan, 

proses pengolahan air limbah domestik, data efluen dari IPAL-D, 

kelengkapan prasarana dan sarana pendukung, disertai dengan 

denah lokasi dan diagram proses pengolahan. 

b) Data Non Teknis 

Data non teknis yang diperlukan untuk SPALD antara lain meliputi: 
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1) Data kebiasaan BABS 

2) Kondisi pengelolaan keuangan Unit pengelola SPALD, yang meliputi: 

a. Kondisi keuangan dalam penyelenggaraan SPALD 

b. Kemampuan keuangan daerah dan/atau kawasan dalam 

menyelenggarakan SPALD dan 

c. Investasi sektor swasta dalam menyelenggarakan SPALD 

3) Kondisi kelembagaan yang mengelola SPALD, yang meliputi: 

a. Struktur lembaga pengelola SPALD dan 

b. Keterlibatan swasta dalam mengelola SPALD 

4) Data pengaturan dalam mengelola SPALD 

2. Indikasi Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD.  

Indikasi pembiayaan penyelenggaraan SPALD berasal dari APBN, APBD Provinsi, 

APBD Kabupaten/Kota, pelaku usaha, dan masyarakat. Pembiayaan tersebut dirinci 

berdasarkan program yang ditetapkan. 

3. Konsultasi Publik Rencana Induk 

Rencana Induk SPALD harus disosialisasikan untuk mendapatkan masukan dan 

tangkapan dari stakeholder sebelum diteapkan. Dalam pelaksanaan sosialisasi 

tersebut, dihadiri antara lain:  

a) Instansi yang menangani pengendalian pencemaran air, air limbah domestik, 

dan infrastruktur  

b) Pelaku usaha 

c) Tokoh masyarakat 

d) Perguruan tinggi dan 

e) Lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat 
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1.4.  METODOLOGI KEGIATAN  

Metodologi pelaksanaan pengembangan kinerja pengelolaan sistem air limbah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui tahapan-tahapan antara lain: 

a. Inventarisir data rencana yang dibutuhkan.  

b. Melakukan survei data sekunder dan data primer untuk mengetahui kondisi 

eksisting sanitasi saat ini sebagai dasar penyusunan Rencana Induk. 

c. Melakukan analisa data sehingga menghasilkan aspek kuantitatif dan aspek 

kualitatif yang dapat digunakan sebagai bahan untuk konsep dalam rangka 

penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

d. Pengumpulan data di lapangan berupa : 

Á Kondisi Eksisting Pengelolaan prasarana air limbah Domestik tiap 

kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Á Pengumpulan data fasilitasi sanitasi tiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. 

Á Water Born Disease (10 Penyakit) yang disebabkan oleh air limbah tiap 

kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  

e. Melakukan serangkaian diskusi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan 

para stakeholder terkait dengan pengelolaan air limbah. 

f. Pembahasan dan diskusi apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan. 

g. Penyusunan laporan sesuai dengan form-form yang telah disepakati. 

 

1.5.  KEDUDUKAN RENCANA INDUK  

Pekerjaan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan rencana yang disusun secara menyeluruh 

terpadu dan terintegrasi berdasarkan kondisi potensi, kendala dan rencana pengembangan 

sistem pengelolaan air limbah untuk masa yang akan datang. Program-program 

pengembangan sarana air limbah dalam rencana induk akan menjadi acuan dalam 

penyusunan rencana program investasi infrastruktur.  

Agar pelaksanaan pekerjaan dapat memberikan output  dengan tepat sesuai dengan 

tujuan dan sasaran pekerjaan, konsultan harus mempunyai pengetahuan dan penilaian 

terhadap beberapa hal antara lain: 

a. Kondisi fisik daerah studi dan rencana pengembangan wilayah. 

b. Gambaran kondisi masyarakat dalam kaitannya dengan volume air limbah yang 

dihasilkan dan perilaku masyarakat terkait dengan pengelolaan air limbah. 
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c. Pemahaman terhadap kondisi eksisting sistem pengelolaan air limbah. 

d. Pemahaman terhadap studi-studi terkait, sehingga hasil kegiatan dapat berjalan 

seiring dengan rencana pengembangan kota dan rencana-rencana dari studi 

terkait.  

e. Pemahaman terhadap program-program bidang air limbah yang telah disusun oleh 

pemerintah daerah. 

f. Mempelajari dan memahami Peraturan/Ketentuan dan Kebijakan Pemerintah 

dalam bidang air limbah serta ketentuan terkait lainnya:  

Á NSPM (Norma Standar Pedoman dan Manual) bidang air limbah. 

Á Peraturan terkait dengan air limbah.  

 

1.6.  LANDASAN HUKUM  

1.6.1.  PENGELOLAAN AIR LIMBAH  

Kajian pustaka yang dilakukan adalah terutama kajian pustaka terhadap peraturan 

perundangan terkait pengelolaan air limbah antara lain:  

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang 

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, 

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 

Dalam Undang-Undang ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 pasal 69 

mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 

meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan 

beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan 

pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Larangan-larangan 

tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV tentang 

ketentuan pidana pasal 97-123. Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang 

berbunyi: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan 

pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tah un dan denda 

paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 

3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).  
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b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara. 

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. 

Hak rakyat atas Air bukan merupakan hak kepemilikan atas Air, tetapi hanya 

terbatas pada hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota Air sesuai 

dengan alokasi yang penetapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air 

Minum. 

Keterpaduan Penyelenggaraan SPAM dan penyelenggaraan sanitasi dilakukan 

paling sedikit pada penyusunan rencana induk dan studi kelayakan teknis 

pembangunan sistem air limbah domestik. Penyelenggaraan sanitasi meliputi 

penyelenggaraan pengelolaan sistem pengeolahan air limbah, pengelolaan sampah 

dan drainase lingkungan. Penyelenggaraan SPAL meliputi pengelolaan air limbah 

domestik dan air limbah non-domestik. 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Badan Usaha Milik Daerah 

yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang sebagai revisi dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor: 14/PRT/M/2010, seluruh kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2019 

wajib menyediakan infrastruktur sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal). 

Adapun untuk bidang Cipta Karya, SPM meliputi: 

Target capaian SPM pengelolaan air limbah pemukiman yang memadai adalah 

jumlah penduduk yang terlayani sistem pengelolaan air limbah pada Tahun 2019 

sebesar 60%. Definisi operasional air limbah adalah: 

1. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai. Kriteria tingkat 

pelayanan adalah bahwa sebuah kabupaten/kota dengan jumlah masyarakat 

minimal 50.000 jiwa  yang telah memiliki tangki septik (sesuai dengan standar 
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teknis berlaku) Diharapkan memiliki sebuah IPLT yang memiliki kualitas 

effluent air limbah domestik tidak melampaui baku mutu air limbah domestik 

yang telah ditetapkan.  

2. Nilai SPM tingkat pelayanan adalah jumlah masyarakat yang dilayani 

dinyatakan dalam persentase jumlah masyarakat yang memiliki tangki septik 

pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total masyarakat yang memiliki tangki 

septik di seluruh kabupaten/kota.  

3. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota. Kriteria 

ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah bahwa pada 

kepadatan penduduk >300 jiwa/ha diharapkan memiliki sebuah sistem 

jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan 

kualitas effluent instalasi pengolahan air limbah tidak melampaui baku mutu 

air limbah domestik yang telah ditetapkan.  

4. Nilai SPM ketersediaan sistem  jaringan dan pengolahan air limbah adalah 

nilai tingkat pelayanan sistem jaringan dan pengolahan air limbah dinyatakan 

dalam persentase jumlah masyarakat  yang terlayani sistem jaringan dan 

pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota pada tahun akhir SPM 

terhadap jumlah total penduduk di seluruh kabupaten/kota tersebut.  

g. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Dalam Peraturan Pemerintah ini didalamnya termasuk perhitungan daya tampung 

beban pencemar sungai dan danau yang dihitung menggunakan indeks pencemar 

(IP).  

h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2017 

tentang Penyelenggaraan SPALD. 

Peraturan ini dibuat dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air 

Minum, dimana dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan SPAL 

harus terpadu untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan 

fungsi penyediaan Air Minum. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat ini terdiri dari 5 Lampiran yaitu: Lampiran I mengenai Jenis dan Komponen 

SPALD, Lampiran II mengenai Perencanaan SPALD, Lampiran III mengenai 

Konstruksi SPALD, Lampiran IV mengenai Pengoperasian, Pemeliharaan, Dan 

Rehabilitasi,  Lampiran IV mengenai Pengawasan. 
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i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018 

tentang Standar Teknis SPM PUPR. 

Jenis Pelayanan Dasar pada Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:  pemenuhan 

kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan penyediaan pelayanan 

pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota. 

j.  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air 

Limbah Domestik. 

Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

tersebut adalah memberikan acuan mengenai baku mutu air limbah domestik 

kepada: 

1. Pemerintah Daerah Provinsi dalam menetapkan baku mutu air limbah 

domestik yang lebih ketat.   

2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota, dalam menerbitkan izin lingkungan, SPPL dan/atau izin 

pembuangan air limbah dan  

3. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengolahan air limbah 

domestik dalam menyusun perencanaan pengolahan air limbah domestik, 

dan penyusunan dokumen lingkungan hidup. 

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib 

melakukan pengolahan air limbah domestik yang dihasilkannya. Pengolahan air 

limbah domestik dilakukan secara: 

1. Tersendiri, tanpa menggabungkan dengan pengolahan air limbah dari 

kegiatan lainnya atau  

2. Terintegrasi, melalui penggabungan air limbah dari kegiatan lainnya ke 

dalam satu sistem pengolahan air limbah. 

Berikut adalah baku mutu air limbah domestik tersendiri.  

Tabel 1. 1 Parameter Kualitas Air dan Metode Analisis  

No.  Parameter  Satuan  Kadar Maksimum  

1 Ph - 6-9 

2 BOD mg/L 30 

3 COD mg/L 100 

4 TSS mg/L 30 

5 Minyak dan Lemak mg/L 5 

6 Amoniak mg/L 10 

7 Total Coliform Jumlah/100 mL 3000 

8 Debit  L/o/h  100 

                   Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 68 Tahun 2016 



 

15 
 

DOKUMEN RENCANA INDUK SPALD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

k. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 04 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha 

dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL. 

Ketentuan Pasal 5 diubah, dimana Kajian AMDAL/UPKL/UPL didasarkan pada:  

1. Jenis industri dan jenis usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.  

2. Rona lingkungan.  

3. Jumlah limbah yang dibuang.  

Daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 

tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air 

pada Sumber Air dan PP 22 tahun 2021 sebagai perubahan atas PP 82 

tahun 2001. 

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan 

Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 

m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang 

Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang 

Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembanguann dan Keuangan Daerah. 

 

1.6.2.  PEMERINTAH  

Pemerintah pusat berperan dalam menerbitkan norma, pedoman, standar dan 

kriteria untuk pembangunan. Dalam beberapa aspek yang dipandang strategis dapat 

melakukan kegiatan pembangunan. Sanitasi dipandang sebagai sektor strategis, sehingga 

pemerintah pusat masih mendukung pendanaan untuk pembangunan fisik. 

 

1.6.3.  KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA  

Interaksi antara berbagai pihak diatur tiga perangkat undang -undang dan beberapa 

peraturan sebagai berikut: Peraturan Kerjasama Pemerintah Swasta, peraturan khusus 

sektoral, dan peraturan umum lainnya yang mengatur tentang berbagai kegiatan usaha di 

Indonesia. Upaya melibatkan pihak swasta dalam berbagai proyek pemerintah bukan tanpa 

alasan kuat. Ide ini terutama dilandasi oleh pemikiran bahwa pemenuhan infrastruktur 

publik memerlukan dana yang besar. Sementara, kebutuhan infrastruktur terus meningkat 

baik karena pertambahan penduduk maupun untuk penggantian infrastruktur lama yang 

telah usang. Jika pembangunan hanya mengandalkan dana yang bersumber dari 

pemerintah, maka usaha menyediakan infrastruktur yang layak akan sulit diwujudkan. Pada 

akhirnya, negara/daerah menjadi semakin tidak kompetitif karena tidak mampu 



 

16 
 

DOKUMEN RENCANA INDUK SPALD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

menyediakan infrastruktur secara memadai. Regulasi terkait dengan prosedur dan tata cara 

investasi kerjasama pemerintah dan swasta pada dalam dalam penyediaan infrastruktur 

diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015. 

 

1.6.4.  PERATURAN DAERAH (PERDA)  

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 

Ayat 1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagimana 

dimaksud dalam pasal 11: a. Pekerjaan umum dan penataan ruang; b. Perumahan rakyat 

dan kawasan permukiman; Secara khusus pemerintah daerah perlu menerbitkan peraturan 

daerah untuk peningkatan layanan sanitasi. 

Á Penerbitan peraturan pembentukkan UPTD yang juga bertanggung jawab dalam 

membina KSM/KPP 

Á Penerbitan peraturan tentang pengurasan lumpur terjadwal dan tidak terjadwal.  

Á Penerbitan peraturan tentang retribusi air limbah untuk rumah tangga dan 

pembuangan (tipping fee) untuk operator truk tinja.  

 

1.6.5.  DOKUMEN YANG TERKAIT DENGAN RENCANA PENYUSUNAN SPAL  

Dokumen-dokumen yang terkait dengan rencana penyusunan sistem pengelolaan 

air limbah yaitu Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten, EHRA, RTRW, Renstra OPD terkait; 

Kebijakan mengenai Sanitasi, Renstra Ciptakarya Kementerian PUPR, Renstra BPPW 

Kepulauan Bangka Belitung dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) atau RPIJM Kabupaten Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Tengah, 

Bangka Selatan, Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang. 

 

1.7.  STANDAR TEKNIS DAN KELUARAN 

1.7.1.  STANDAR TEKNIS  

Standar/acuan teknis yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Induk 

SPAL-D Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kab. Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka 

Tengah, Bangka Selatan, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang) adalah: 

1. Prosedur Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Pegelolaan Air Limbah 

yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

2. Kriteria Teknis Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah, PPLP PU 2006. 

3. Petunjuk Teknis Tata Cara Perencanaan IPLT Sistem Kolam 

(CT/AL/ReTC/001/98). 
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4. Lampiran I Permen PUPR No 4 Tahun 2017 Tentang Jenis dan Komponen 

Teknis SPAL-D. 

5. Lampiran III Permen PUPR No 4 Tahun 2017 Tentang Konstruksi SPAL-D. 

6. Lampiran IV Permen PUPR No.4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengoperasian, 

Pemeliharaan dan Rehabilitasi SPAL-D. 

 

1.7.2.  KELUARAN 

Keluaran dari kegiatan Penyusunan Rencana Induk SPAL-D Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung (Kab. Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, 

Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang) adalah  

a. Tersedianya rencana Induk (Outline plan) sistem pengelolaan air limbah. 

b. Tersedianya rencana peningkatan sistem pengelolaan air limbah lebih 

terperinci, baik aspek teknis, pembiayaan, organisasi, manajemen, pengaturan 

serta aspek peran serta masyarakat, sehingga sistem tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan, fleksibel, aplikatif, mudah dipahami dan siap untuk 

diterapkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten. 

c. Tersusunnya bantuan teknis sebagai gambaran para pengambil keputusan 

mengenai kondisi sistem air limbah perkotaan terutama berkaitan dengan 

perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pengelolaan 

prasarana air limbah perkotaan dan meningkatkan kemampuan instansi 

pengelola air limbah dalam melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan. 

 

1.8.  WAKTU PELAKSANAAN  

Waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Induk dan Sistem Pengelolaan 

Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan dalam jangka waktu 

120 (seratus dua puluh) hari kalender.  

 

1.9.  LOKASI KEGIATAN  

Kegiatan pekerjaan ini berpusat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan meliputi 

Kab. Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung Timur dan 

Kota Pangkalpinang, baik saat melaksanakan kegiatan maupun dalam rangka memperoleh 

data primer dan sekunder. 
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1.10.  SISTEMATIKA PELAPORAN  

Sistematika dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kab. Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Tengah, 

Bangka Selatan, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang) mengacu pada Prosedur Teknis 

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah. Berikut merupakan uraian 

sistematika Dokumen Rencana Induk dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung: 

¶ BAB I PENDAHULUAN  

Berisikan uraian dan penjelasan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang 

lingkup pekerjaan, metodologi kegiatan, kedudukan rencana induk, landasan 

hukum, standar teknis dan keluaran, waktu pelaksanaan, lokasi kegiatan, dan 

sistematika pelaporan. 

¶ BAB II DESKRIPSI  DAERAH PERENCANAAN 

Bab ini menjelaskan mengenai kondisi daerah rencana, data kondisi SPALD-S, 

data kondisi SPALD-T, data non teknis, ruang dan lahan, keuangan daerah. 

¶ BAB III STANDAR / KRITERIA PERENCANAAN  

Bab ini menjelaskan mengenai standar teknis penyelenggaraan SPALD dan 

kriteria penyelenggaraan SPALD. 

¶ BAB I V METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN  

Bab ini menjelaskan mengenai harmonisasi kebijakan dan strategi SPALD 

Kementerian/Lembaga, harmonisasi kebijakan RTRW, analisis gambaran kondisi 

SPALD 

¶ BAB V PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN 

SPALD 

Bab ini menjelaskan mengenai arah pengembangan SPALD, penetapan zona 

perencanaan dan zona prioritas, kebijakan dan strategi pengembangan 

prasarana dan sarana SPALD, kelembagaan dan sdm, peran masyarakat, serta 

pengaturan dalam penyelenggaraan SPALD. 

¶ BAB VI  RENCANA PROGRAM PENYELENGGARAAN SPALD 

Bab ini menjelaskan mengenai rencana program jangka panjang, menengah, dan 

pendek. 

¶ BAB VII  INDIKASI PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN SPALD  

Bab ini menjelaskan mengenai indikasi pembiayaan penyelenggaraan SPALD 

¶ BAB VIII  PENUTUP 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. 
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BAB I I  

DESKRIPSI DAERAH PERENCANAAN  

2.1.  KONDISI DAERAH RENCANA  

2.1.1. DESKRIPSI DAERAH DAN KAWASAN RENCANA  

Wilayah perencanaan dalam kegiatan Penyusunan Rencana Induk Sistem 

Pengelolaan Air Limbah Dosmetik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu di Kabupaten 

Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang. 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentuk berdasarkan UU No. 27 Tahun 2000, 

terdiri dari 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, dimana 4 (empat) Kabupaten 

diantaranya merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bangka dan Kabupaten 

Belitung yang terbentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan 

Kabupaten Belitung Timur.  

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah, 

memiliki pantai yang indah dan kerukunan antar etnis. Ibu kota Provinsi ini ialah 

Pangkalpinang. Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disahkan pada tanggal 

9 Februari 2001. 

Secara astronomis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada 104050ô sampai 

109030ô Bujur Timur dan 0050ô sampai 4010ô Lintang Selatan. Berdasarkan posisi 

geografisnya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki batas-batas wilayah:  

Á Sebelah Barat dengan Selat Bangka;  

Á Sebelah Timur dengan Selat Karimata;  

Á Sebelah Utara dengan Laut Natuna; 

Á Sebelah Selatan dengan Laut Jawa. 
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Gambar 2. 1 Peta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  

 

          Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034  
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Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 6 kabupaten dan 1 kota yang terletak 

di dua pulau besar yaitu:  

1) Pulau Bangka terdiri dari: 

1. Kabupaten Bangka,  

2. Kabupaten Bangka Barat,  

3. Kabupaten Bangka Tengah,  

4. Kabupaten Bangka Selatan, dan  

5. Kota Pangkalpinang.  

2) Pulau Belitung terdiri dari: 

6. Kabupaten Belitung dan  

7. Kabupaten Belitung Timur. 

Kepulauan Bangka Belitung merupakan gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan 

Pulau Belitung yang sekitarnya dikelilingi pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang mengitari 

Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, dan 

Tujuh. Total, luas wilayah daratan dan wilayah lautan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

mencapai 81.725,14 Km2. Luas daratan setidaknya mencapai 16.424,06 Km2, atau 20,10% 

dari total wilayah. Sementara luas laut kurang lebih 65.301 Km2, atau 79,90% dari total 

wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penduduk Pulau Bangka dan Pulau Belitung, 

semula dihuni orang-orang suku laut, dalam perjalanan sejarah yang panjang membentuk 

proses kulturisasi dan akulturasi. Orang-orang laut tersebut berasal dari berbagai pulau. 

Orang laut dari Belitung, misalnya, berlayar dan menghuni pantai-pantai di Malaka. 

Sementara mereka yang sudah berasimilasi menyebar ke seluruh tanah semenanjung dan 

pulau-pulau di Riau. Kemudian kembali dan menempati Pulau Bangka dan Belitung. Mereka 

yang tinggal di Riau, berlayar ke Bangka, datang juga kelompok-kelompok orang laut dari 

Pulau Sulawesi dan Kalimantan pada gelombang berikutnya, ketika mulai dikenal adanya 

Suku Bugis, mereka datang dan menetap di Bangka, Belitung, dan Riau lalu datang orang 

dari Johor, Siantan Melayu, campuran Melayu-Cina, dan juga asli Cina, berbaur dalam 

proses akulturasi dan kulturisasi. Kemudian datang orang-orang Minangkabau, Jawa, 

Banjar, Kepulauan Bawean, Aceh dan beberapa suku lain yang sudah lebih dulu melebur. 

Lalu jadilah suatu generasi baru: Orang Melayu Bangka Belitung. Bahasa yang paling 

dominan digunakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Melayu, kemudian 

dijadikan bahasa daerah. Namun, seiring dengan keanekaragaman suku bangsa, bahasa 

lain yang digunakan antara lain bahasa Mandarin dan bahasa Jawa. Akulturasi budaya yang 

dinamis ini pula membuat penduduk Bangka Belitung memeluk agama yang berbeda-beda. 
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Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan Administrasi Pemerintahan di  Kabupaten/Kota Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung, 202 3 

Kode  
Kabupaten/ 
Kota/ Provinsi  

Ibu Kota  
Jumlah 
Kecamatan  

Desa  
Kelura -
han  

Luas Wilayah 
(Km ²) 

Jumlah 
Pulau  

% 
Tehadap 
Luas 
Provinsi  

1901 Bangka Sungailiat 8 62 19 3.016,85 78 18,08 

1902 Belitung Tanjung 
pandan 

5 42 7 2.270,70 165 13,60 

1903 Bangka Barat Muntok 6 60 6 2.851,41 94 17,08 

1904 Bangka Tengah Koba 6 56 7 2.259,98 24 13,54 

1905 Bangka Selatan Toboali 8 50 3 3.598,24 62 21,56 

1906 Belitung Timur Manggar 7 39 0 2.588,82 152 15,51 

1971 Pangkalpinang Pangkal 
pinang 

7 0 42 104,54 0 0,63 

19  Provinsi 
Kepulauan 
Bangka 
Belitung  

Pangkal  
pinang  

47  309  84  16.690,54  575  100,00  

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 

Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021   

Total seluruh kecamatan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

adalah sebanyak 47 kecamatan. Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan 

memiliki jumlah wilayah Administrasi Kecamatan yang paling banyak se-Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung dengan jumlah masing-masing 8 kecamatan, sedangkan Kabupaten 

Belitung merupakan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah Administrasi 

Kecamatan yakni sebanyak 5 kecamatan. Sedangkan wilayah Administrasi Kelurahan yang 

paling banyak adalah Kota Pangkalpinang dengan jumlah 42 kelurahan dan kabupaten yang 

paling sedikit memiliki wilayah administrasi kelurahan adalah Kabupaten Belitung Timur 

yang tidak memiliki wilayah kelurahan. Desa yang paling banyak adalah Kabupaten Bangka 

dengan jumlah 62 desa dan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah administrasi 

desa adalah Kabupaten Belitung yakni sebanyak 39 desa. Adapun total seluruh desa yang 

ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 309 Desa. 
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Tabel 2. 2 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Provinsi  

Kabupaten/Kota  Tinggi Wilayah (mdpl)  Jarak ke Ibukota Provinsi  

Bangka ± 25  33 

Belitung ± 10  181 

Bangka Barat ± 50  138 

Bangka Tengah ± 25  58 

Bangka Selatan ± 25  125 

Belitung Timur ± 7  226 

Pangkalpinang ± 25  0 

 Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2023 

 

2.1.2. TOPOGRAFI  

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya 

relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan hanya sebagian kecil yang 

bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut.  

Titik tertinggi di Pulau Bangka terdapat pada puncak Gunung Maras dengan ketinggian 699 

meter dan di Pulau Belitung titik tertinggi pada puncak Gunung Tajam dengan ketinggian 

445 meter di atas permukaan laut.  

Profil wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya beragam mulai 

dari daratan, bergelombang berbukit hingga bergunung, dengan komposisi lahan datar 

mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan tersebar di Pulau 

Bangka dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta 

berawa-rawa yang terdapat disebagian wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 

Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka. Wilayah berawa-rawa 

umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah. 

 

2.1.3. IKLIM  

Menurut Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 

suhu udara rata-rata di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 berkisar di angka 28,1°C. 

Tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata 

relatif tinggi. Untuk rata -rata kelembaban udara sebesar 83,3 persen dengan kelembaban 

minimum sebesar 55 persen dan maksimum 100 persen. Jumlah curah hujan tertinggi 

tercatat sebesar 3.026,7 m3 dan hari hujan tercatat sebanyak 234 hari.  

  



 

24 
 

DOKUMEN RENCANA INDUK SPALD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

Tabel 2. 3 Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016 ï2022  

No Elemen  
Tahun 
2016  

Tahun 
2017  

Tahun 
2018  

Tahun 
2019  

Tahun 
2020  

Tahun 
2021  

Tahun 
2022  

1 Suhu (C)        

1 Minimum 23,8 23,4 24 22,5 18,2 21,6 21,6 

2 Rata-rata 28,1 27 27 27,3 26,7 28,2 28,1 

3 Maksimum 32,4 32,1 31,7 34,9 36,4 34,4 34,6 

2 Kelembaban (%)        

1 Minimum 61 51 62,8 32 40 51 55 

2 Rata-rata 79 89 82 80,3 87 82,3 83,3 

3 Maksimum 97 98 94 99 100 100 100 

3 Kecepatan Angin m/det        

1 Minimum 7,6 0 0 0 0 0 0 

2 Rata-rata 13,8 4,5 4,8 1,89 2,8 3,3 3,1 

3 Maksimum 20 21 10,8 11,4 5,66 11 12 

4 Tekanan Udara (mbar)        

1 Minimum 1.009,2 1.007,8 1.007,5 1.004,7 1.006,2 1.001,6 1.001,1 

2 Rata-rata 1.010,2 1.009,9 1.009,7 1.010,4 1.010,1 1.007,9 1.007,4 

3 Maksimum 1.011,3 1.011,8 1.011,5 1.015,3 1.014,1 1.014 1.013 

 Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2023 

Tabel 2. 4 Curah Hujan (mm) Pos Hujan Depati Amir WS Bangka Tahun (2001 ï 2021)  

Tahun  jan  Feb Mar  Apr  Mei  Jun  Jul  Ags Sep Okt  Nov  Des 
Rata -
Rata  

2001 593 145 218 396 185 166 263 248 64 297 275 308 263 

2002 357 114 294 178 44 120 108 31 23 37 249 112 139 

2003 234 255 292 281 78 79 129 56 97 284 188 338 193 

2004 185 197 236 157 175 67 154 2 4 129 151 460 160 

2005 228 72 211 223 220 156 119 156 178 191 398 410 213 

2006 163 300 195 395 233 149 55 19 36 21 35 358 163 

2007 476 169 192 228 280 212 258 58 85 209 241 329 228 

2008 373 131 207 276 103 119 82 120 120 96 256 244 177 

2009 294 50 370 95 241 130 156 78 12 95 185 205 159 

2010 281 289 472 313 137 184 141 431 204 287 365 342 287 

2011 253 310 229 356 344 272 91 44 77 302 352 269 241 

2012 186 466 258 127 144 165 193 4 14 46 216 200 168 

2013 203 305 261 190 258 120 244 85 235 198 335 406 237 

2014 254 59 81 293 176 87 142 131 1 39 136 219 135 

2015 178 70 146 0 0 0 20 11 0 32 109 230 66 

2016 235 602 407 261 253 171 86 159 414 273 0 155 251 

2017 405 228 220 252 231 48 185 139 71 211 259 358 217 

2018 66 175 284 261 261 158 32 64 173 88 206 319 174 

2019 161 474 270 221 214 102 65 15 20 53 41 365 167 

2020 180 137 176 292 413 259 189 50 36 353 161 319 214 

2021 154 39 293 198 217 66 171 170 162 179 530 328 209 
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Tahun  jan  Feb Mar  Apr  Mei  Jun  Jul  Ags Sep Okt  Nov  Des 
Rata -

Rata  

Rata-rata 260 218 253 238 200 135 137 99 96 163 223 299 193 

 Sumber: BMKG Pos Depati Amir, 2022 

Gambar 2. 2 Curah Hujan Bulanan Rata -Rata (mm) Pos Depati Amir, 2001 -2021  

 

Sumber: Analisis Konsultan, 2023 

2.1.4. KUALITAS SUNGAI DAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA  

Berkenaan dengan permasalahan penurunan kualitas air tidak dapat dilepaskan dari 

faktor meningkatnya kegiatan alih fungsi lahan baik menjadi permukiman atau lahan 

terbangun maupun lahan pertambangan. Dengan meningkatnya lahan terbangun terutama 

kawasan industri dan permukiman akan meningkatkan konsentrasi limbah cair produksi 

maupun limbah cair domestik yang dibuang ke badan air permukaan khususnya sungai. 

Walaupun sungai mempunyai kemampuan untuk memulihkan dirinya namun frekuensi 

kontaminasi limbah yang terjadi terus menerus serta kuantitas yang semakin bertambah 

tidak sebanding dengan daya dukung yang dimiliki oleh sungai tersebut. 

Berdasarkan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022, Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 bernilai 57,68 angka ini termasuk dalam range 

sedang. Angka IKA ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 58,37 pada 

tahun 2021, 65,63 pada tahun 2020 69,29 pada tahun 2019.  Terjadinya penurunan IKA 

setiap tahun menunjukan terjadinya penurunan kualitas air yang disebabkan karena 

pengelolan air limbah yang tidak optimal. Perhitungan IKA Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dua sungai lintas batas kabupaten di 

Pulau Bangka yaitu Sungai Baturusa dan Sungai Cerucuk di Pulau Belitung, serta empat 

sungai lainnya yaitu Sungai Rangkui, Sungai Mancung, Sungai Kurau dan Sungai Selan.  

Berikut kualitas air sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  

260
218

253 238
200

135 137
99 96

163

223

299

193



 

26 
 

DOKUMEN RENCANA INDUK SPALD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

Tabel 2. 5 Kualitas Air Sungai, 2022  

No Nama Sungai  Lokasi  
Titik 

Pantau  

Titik Koordinat  Waktu 
Sampling  

pH 
TSS 

(mg/L)  
DO 

(mg/L)  
BOD 

(mg/l)  
COD 

(mg/l)  Lintang  Bujur  

1 Sungai Kurau Hulu Titik 1 2°36'16,846" 106°14'19,721" 3 Maret 2020 4,45 7,5 4,03 2,42 14,6 

    Tengah Titik 2 2Á25ô58,777" 106Á17ô21,205" 3 Maret 2020 4,58 11,0 4,03 2,72 12,2 

    Hilir Titik 3 2Á19ô57,429" 106Á13ô59,780" 3 Maret 2020 4,67 68,0 4,32 2,92 16,1 

2 Sungai Cerucuk Hulu Titik 1 2°50'15,111" 107Á47ô38,76" 28 Februari 2020 5,90 27,0 4,20 2,32 18,7 

    Tengah Titik 2 2°48'56,198" 107Á43ô13,366" 28 Februari 2020 5,90 38,0 4,40 2,62 20,6 

    Hilir Titik 3 2Á46ô57,613" 107Á38ô15,791" 28 Februari 2020 5,94 27,0 4,50 2,82 23,2 

3 Sungai Lenggang Hulu Titik 1 2°52'4,5"  107°47'56,7" 28 Februari 2020 5,04 5,0 4,30 2,32 16,5 

    Tengah Titik 2 2°54'21,913" 107°55'44,9" 28 Februari 2020 5,22 6,00 4,30 2,52 12,7 

    Hilir Titik 3 2°57'54,1" 107°49'51,4" 28 Februari 2020 5,51 7,0 4,60 2,82 14,3 

4 Sungai Kepoh Hulu Titik 1 2°39'38,391" 106°22'41,755" 24 Februari 2020 5,56 8,0 4,43 2,52 18,4 

    Tengah Titik 2 2°48'2,220" 106Á28ô32,494" 24 Februari 2020 5,62 55,0 4,53 2,92 22,2 

    Hilir Titik 3 2°55'25,6" 106°32'59,96" 24 Februari 2020 5,78 11,0 4,23 2,92 22,7 

5 Sungai Semenduk Hulu Titik 1 2°9'32,479" 105°56'48,99" 21 Februari 2020 4,94 18,0 4,43 2,32 16,5 

    Tengah Titik 2 2°9'48,0"  105°52'50,399" 21 Februari 2020 4,51 2,00 4,23 2,72 15,2 

    Hilir Titik 3 2°13'11,303" 105°49'34,697" 21 Februari 2020 6,42 3,00 4,53 2,52 15,1 

6 Sungai Mancung Hulu Titik 1 2°55'28,697" 105°40'54,457" 20 Februari 2020 4,82 2,00 4,23 2,62 20,9 

    Tengah Titik 2 1°55'16,061" 105°37'40, 115" 20 Februari 2020 4,42 2,00 4,13 2,72 15,0 

    Hilir Titik 3 1°58'59,855" 105Á36ô5,096" 20 Februari 2020 7,27 2,00 4,32 2,32 19,0 

7 
Sungai Bangka 
Kota 

Hulu Titik 1 2°25'39,795" 106°7'52,391" 5 Maret 2020 4,23 3,50 4,23 2,72 14,7 

    Tengah Titik 2 2°30'38,S94" 106Á1ô9,496" 5 Maret 2020 4,38 2,50 4,13 2,82 16,9 

    Hilir Titik 3 2°29'58,317" 106°1'2,539" 5 Maret 2020 4,81 4,50 4,03 2,92 17,5 



 

27 
 

DOKUMEN RENCANA INDUK SPALD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

No Nama Sungai  Lokasi  
Titik 

Pantau  

Titik Koordinat  Waktu 
Sampling  

pH 
TSS 

(mg/L)  
DO 

(mg/L)  
BOD 

(mg/l)  
COD 

(mg/l)  Lintang  Bujur  

8 Sungai Selan Hulu Titik 1 2°18'9,002" 106°2'43,999" 19 Februari 2020 5,16 55,0 4,03 2,32 15,7 

    Tengah Titik 2 2°23'8,810" 106°3'4,012" 19 Februari 2020 5,17 2,00 4,03 2,82 15,6 

    Hilir Titik 3 2°23'9,001" 105°58'47,0" 19 Februari 2020 5,18 2,00 4,23 2,92 17,0 

9 Sungai Rangkui Hulu Titik 1 2°8'8,0"  106°4'36,998" 19 Februari 2020 5,16 6,00 4,23 2,21 15,5 

    Tengah Titik 2 2°7'53,0"  106°6'18,997" 19 Februari 2020 5,40 5,40 4,03 2,92 16,4 

    Hilir Titik 3 2°7'38,002" 106°7'6,999" 19 Februari 2020 5,57 5,57 4,03 2,82 16,6 

Sumber: Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022 
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Lanjutan Tabel 2.5  

No Nama Sungai  Lokasi  
Titik 

Pantau  

Titik Koordinat  
Waktu 

Sampling  
NO2 

(mg/l)  
NO3 

(mg/l)  
NH3 

(mg/L)  

Kloring 
bebas 

(mg/L)  

T.P 
(mg/L)  

Lintang  Bujur  

1 Sungai Kurau Hulu Titik 1 2°36'16,846" 106°14'19,721" 3 Maret 2020 <0,00495 1,09 <0,0172 0,0300 <0,0316 

   Tengah Titik 2 2°25'58,777" 106°17'21,205" 3 Maret 2020 0,0150 0,745 0,0330 0,0300 <0,0316 

   Hilir Titik 3 2°19'57,429" 106Á13ô59,780" 3 Maret 2020 <0,00495 0,66 <0,0172 0,0400 <0,0316 

2 Sungai Cerucuk Hulu Titik 1 2Á50ô15,111" 107Á47ô38,76" 28 Februari 2020 0,0412 0,550 0.0359 <0,0200 <0,0316 

   Tengah Titik 2 2Á48ô56,198" 107°43'13,366" 28 Februari 2020 0,00610 0,710 <0,0172 <0,0200 <0,0316 

   Hilir Titik 3 2Á46ô57,613" 107Á38ô15,791" 28 Februari 2020 0,0459 0,670 0,0174 <0,0200 <0,0316 

3 Sungai Lenggang Hulu Titik 1 2°52'4,5"  107°47'56,7" 28 Februari 2020 0,00583 0,715 <0,0172 <0,0200 <0,0316 

   Tengah Titik 2 2°54'21,913" 107°55'44,9" 28 Februari 2020 0,00537 0,635 0,0361 <0,0200 <0,0316 

   Hilir Titik 3 2°57'54,1" 107°49'51,4" 28 Februari 2020 0,0103 0,655 0,0389 0,0200 <0,0316 

4 Sungai Kepoh Hulu Titik 1 2°39'38,391" 106°22'41,755" 24 Februari 2020 0,0114 1,060 <0,0172 0,0200 <0,0316 

   Tengah Titik 2 2°48'2,220" 106°28'32,494" 24 Februari 2020 0,00910 1,01 <0,0172 0,0300 0,0324 

   Hilir Titik 3 2°55'25,6" 106°32'59,96" 24 Februari 2020 0,0154 0,860 0,0172 0,0300 <0,0316 

5 
Sungai 
Semenduk 

Hulu Titik1 2°9'32,479" 105°56'48,99" 21 Februari 2020 0,0235 0,875 0,0255 <0,0200 <0,0316 

   Tengah Titik 2 2°9'48,0"  105°52'50,399" 21 Februari 2020 <0,00495 0,590 <0,0172 0,0300 <0,0316 

   Hilir Titik 3 2°13'11,303" 105°49'34,697" 21 Februari 2020 <0,00495 0,560 0,5600 0,0200 <0,0316 

6 Sungai Mancung Hulu Titik 1 2°55'28,697" 105°40'54,457" 20 Februari 2020 0,0068 0,690 0,0443 <0,0200 <0,0316 

   Tengah Titik 2 1°55'16,061" 105°37'40,115" 20 Februari 2020 0,00707 0,645 <0,0172 <0,0200 <0,0316 

   Hilir Titik 3 1°58'59,855" 105°36'5,096" 20 Februari 2020 0,00904 0,630 <0,0172 0.0300 <0,0316 
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No Nama Sungai  Lokasi  
Titik 

Pantau  

Titik Koordinat  
Waktu 

Sampling  
NO2 

(mg/l)  
NO3 

(mg/l)  
NH3 

(mg/L)  

Kloring 
bebas 

(mg/L)  

T.P 
(mg/L)  

Lintang  Bujur  

7 
Sungai Bangka 
Kota 

Hulu Titik 1 2°25'39,795" 106°7'52,391" 5 Maret 2020 <0,00495 0,840 0,223 <0,0200 <0,0316 

   Tengah Titik 2 2°30'38,594" 106°1'9,496" 5 Maret 2020 <0,00495 0,810 0,154 0,0400 <0,0316 

   Hilir Titik 3 2°29'58,317" 106°1'2,539" 5 Maret 2020 <0,00495 0,770 0,137 <0,0200 <0,0316 

8 Sungai Selan Hulu Titik 1 2°18'9,002" 106°2'43,999" 19 Februari 2020 0,0339 0,820 0,0261 <0,0200 0,0138 

   Tengah Titik2 2°23'8,810" 106°3'4,012" 19 Februari 2020 0,0416 0,645 <0,0172 <0,0200 0,0144 

   Hilir Titik 3 2°23'9,001" 105°58'47,0" 19 Februari 2020 0,0416 0,720 0,0261 <0,0200 0,0474 

9 Sungai Rangkui Hulu Titik 1 2°8'8,0"  106°4'36,998" 19 Februari 2020 0,0528 0,650 <0,0172 <0,0200 <0,0316 

   Tengah Titik 2 2°7'53,0"  106°6'18,997" 19 Februari 2020 0,0263 0,755 0,0379 <0,0200 <0,0316 

   Hilir Titik 3 2°7'38,002" 106°7'6,999" 19 Februari 2020 0,0361 0,635 0,0365 0,0400 <0,0316 

Sumber: Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022 
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      Lanjutan Tabel 2.5  

No Nama Sungai  Lokasi  
Titik 

Pantau  

Titik Koordinat  

Waktu Sampling  

Minyak 
dan 

Lemak 
(µg/L)  

Detergen 
(µg/L)  

F. Coli 
(jml/100

ml)  

T. Coli 
(jml/100

ml)  Lintang  Bujur  

1 Sungai Kurau Hulu Titik 1 2°36'16,846" 106°14'19,721" 3 Maret 2020 <943 <54,4  <1,80  11,0 

    Tengah Titik 2 2Á25'58,777ò 106Á17'21,205ò 3 Maret 2020 <943 <54,4  <1,80  2,00 

    Hilir Titik 3 2°19'57,429" 106°13'59,780" 3 Maret 2020 <943 <54,4  <1,80  <1,80  

2 Sungai Cerucuk Hulu Titik 1 2°50'15,111" 107Á47ô38,76" 28 Februari 2020 <943 <54,4  4,00 4,50 

    Tengah Titik 2 2°48'56,198" 107Á43ô13,366" 28 Februari 2020 <943 <54,4  7,80 24,0 

    Hilir Titik 3 2°46'57,613" 107Á38ô15,791" 28 Februari 2020 <943 <54,4  2,00 24,0 

3 Sungai Lenggang Hulu Titik 1 2°52'4,5"  107°47'56,7" 28 Februari 2020 <943 <54,4  22,3 430 

    Tengah Titik 2 2°54'21,913" 107°55'44,9" 28 Februari 2020 <943 <54,4  2,00 170 

    Hilir Titik 3 2°57'54,1" 107°49'51,4" 28 Februari 2020 <943 <54,4  <1,80  3,60 

4 Sungai Kepoh Hulu Titik 1 2°39'38,391" 106°22'41,755" 24 Februari 2020 <943 <54,4  6,80 26,0 

    Tengah Titik 2 2°48'2,220" 106°28'32,494" 24 Februari 2020 <943 <54,4  46,0 70,0 

    Hilir Titik 3 2°55'25,6" 106°32'59,96" 24 Februari 2020 <943 <54,4  22,0 170,0 

5 Sungai Semenduk Hulu Titik 1 2°9'32,479" 105°56'48,99" 21 Februari 2020 <943 <54,4  11,00 34,0 

    Tengah Titik 2 2°9'48,0"  105°52'50,399" 21 Februari 2020 <943 <54,4  4,50 7,80 

    Hilir Titik 3 2°13'11,303" 105Á49ô34,697" 21 Februari 2020 <943 <54,4  7,80 32,8 

6 Sungai Mancung Hulu Titik 1 2°55'28,697" 105°40'54,457" 20 Februari 2020 <943 <54,4  17,0 49,0 

    Tengah Titik 2 1°55'16,061" 105°37'40, 115" 20 Februari 2020 <943 <54,4  6,10 9,30 

    Hilir Titik 3 1°58'59,855" 105°36'5,096" 20 Februari 2020 <943 <54,4  4,50 17,0 
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No Nama Sungai  Lokasi  
Titik 

Pantau  

Titik Koordinat  

Waktu Sampling  

Minyak 
dan 

Lemak 
(µg/L)  

Detergen 
(µg/L)  

F. Coli 
(jml/100

ml)  

T. Coli 
(jml/100

ml)  Lintang  Bujur  

7 
Sungai Bangka 
Kota 

Hulu Titik 1 2°25'39,795" 106°7'52,391" 5 Maret 2020 <943 <54,4  17,0 110 

    Tengah Titik 2 2°30'38,594" 106°1'9,496" 5 Maret 2020 <943 <54,4  11,0 34,0 

    Hilir Titik 3 2°29'58,317" 106°1'2,539" 5 Maret 2020 <943 <54,4  2,00 4,50 

8 Sungai Selan Hulu Titik 1 2°18'9,002" 106°2'43,999" 19 Februari 2020 <943 <54,4  4,50 8,00 

    Tengah Titik 2 2°23'8,810" 106°3'4,012" 19 Februari 2020 <943 <54,4  10,2 24,0 

    Hilir Titik 3 2°23'9,001" 105°58'47,0" 19 Februari 2020 <943 <54,4  2,00 27,0 

9 Sungai Rangkui Hulu Titik 1 2°8'8,0"  106°4'36,998" 19 Februari 2020 <943 <943 130 280 

    Tengah Titik 2 2°7'53,0"  106°6'18,997" 19 Februari 2020 <943 <943 39,0 350 

    Hilir Titik 3 2°7'38,002" 106°7'6,999" 19 Februari 2020 <943 <943 39,0 1600 

      Sumber: Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022 
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          Gambar 2. 3 Indeks Kualitas Air  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  2018 -2022  

 

Sumber: Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai disebutkan bahwa definisi Daerah Aliran Sungai (DAS) 

adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-

anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal 

dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, dengan batas di darat merupakan 

pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih 

terpengaruh aktivitas daratan.  

 

2.1.5.  KUALITAS AIR TANAH  

Daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau 

kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan 

dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda 

(Sunda Shelf) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter.  Sebagai daerah perairan, 

Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan 

perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar Pulau Bangka terletak di 

sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat 

di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Pulau Bangka Bagian Utara.  Sementara itu perairan 

di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka di samping sebagai daerah perairan 

laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai antara lain: Sungai 

Baturusa, Sungai Kepoh, Sungai Kotawaringin, Sungai Ajang Mabat dan Sungai Kurau di 
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Pulau Bangka. Sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cerucuk, Sungai Buding, 

Sungai Lenggang.  

Berdasarkan dan hasil evaluasi kondisi geologi dan hidrogeologi, keterdapatan dan 

produktivitas akuifer wilayah Kota Pangkalpinang dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok 

(RTRW Kota Pangkalpinang 2011- 2030), yaitu:  

1. Air Tanah Dalam Sistem Akuifer dengan Aliran Melalui Ruang Antar Butir.  

Sistem akuifer ini terdapat pada endapan aluvium dan pantai yang disusun oleh 

sedimen lepas berukuran lanau sampai kerikil dengan tingkat kelulusan beragam dan 

menempati dataran aluvium mulai dari daerah pantai sampai lembah perbukitan. 

Produktivitas akuifer di wilayah ini adalah setempat akuifer produktif sedang, sebaran 

akuifer umumnya tidak menerus, tipis, dan rendah keterusannya, dengan debit sumur 

kurang dari 5 lt/detik. Air tanah umumnya bersifat asam, sebagian di daerah pantai 

bersifat payau/asin sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk air minum.  

2. Air Tanah Dalam Sistem Akuifer dengan Aliran Melalui Rekahan/Celahan. Sistem akuifer 

ini terdapat pada batuan campuran sebagai berikut:  

a. Filit san sekis dengan sisipan kuarsit dan lensa batu gamping, terkekarkan, terlipat, 

tersesarkan yang terjadi pada komplek batuan Pemali atau batuan Carbon Permian 

(CPp). Umumnya mempunyai kelulusan rendah, setempat berkelulusan sedang 

pada zona pelapukan dan rekahan. 

b. Perselingan batu pasir malih, batu pasir, batu pasir lempungan, dan batu lempung 

dengan lensa batu gamping, setempat dijumpai oksida besi. Formasi Tanjung 

Genting, terdapat  batuan Trias Triassic (TRt) yang merupakan campuran batu 

pasir, batu malih dan batu pasiran lempung pada umumnya mempunyai tingkat 

lolosan saringan pasir yang rendah rendah dan sedang pada zona pelapukan dan 

rekahan.  

Produktivitas akuifer di wilayah ini dibedakan menjadi dua, yaitu:  

1. Akuifer produktif kecil dan setempat, pada akuifer ini keterusannya rendah, pada 

daerah yang serasi dapat dijumpai mata air dengan debit kecil (< 2 liter/detik), air 

tanah dangkal dengan jumlah terbatas dapat diperoleh di daerah lembah 

perbukitan, zona pelapukan, dan rekahan batuan padu. Pada umumnya akuifer 

jenis ini tersusun oleh batuan dari Formasi Tanjung Genting (TRt).  

2. Wilayah air tanah langka, air tanah umumnya sangat terbatas, yakni dijumpai pada 

zona rekahan batuan dari Komplek Pemali (CPp) yang umumnya berupa 

pemunculan mata air. Lapisan akuifer jenis ini terdapat pada batuan dari Komplek 

Pemali (CPp). 
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Indeks Kualitas Air Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih perlu diintervensi 

dengan berbagai kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair, industri dan kerusakan 

DAS dari alih fungsi lahan yang menyebabkan penurunan kualitas air. Berbagai macam 

kegiatan dan usaha yang dilakukan untuk memajukan perekonomian masyarakat di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung menghasilkan limbah cair dalam jumlah yang besar. Besarnya 

volume limbah ini berbanding lurus dengan produksi yang dihasilkan, yang berarti akan 

semakin besar pula beban pencemaran yang masuk ke media lingkungan. Selain itu, 

kegiatan domestik masyarakat juga menghasilkan limbah cair yaitu black water dan grey 

water. Belum adanya pengelolaan terhadap limbah cair domestik ini menyebabkan beban 

pencemaran dari sektor domestik menjadi sangat tinggi, bahkan mencapai lebih dari 60% 

untuk parameter BOD, COD dan TSS.  

Disisi lain kegiatan ekonomi dan pertumbuhan penduduk juga berakibat pada 

perubahan penutupan lahan menjadi lahan perkebunan, pertanian, tambak dan 

pemukiman. Perubahan tutupan lahan ini berakibat terhadap menurunnya tutupan lahan 

hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hilangnya lahan hutan juga menghilangkan 

serasah dan humus sehingga terjadi gangguan pada perilaku air. Dampaknya adalah debit 

air sungai meningkat tajam pada musim hujan dan menjadi sangat rendah pada musim 

kemarau. Sehingga menurunnya luas penutupan lahan hutan, terutama yang terjadi pada 

bagian hulu sungai akan berdampak pada penurunan kuantitas dan kualitas air sungai. Oleh 

karena itu perlu adanya perhatian khusus terkait eksistensi kawasan hutan dalam fungsinya 

sebagai penyedia air.  Perubahan kualitas air akan berdampak terhadap jasa ekosistem 

penyediaan air bersih. Semakin tinggi kelas jasa ekosistem penyediaan air di suatu daerah 

maka akan semakin baik kemampuan daerah tersebut dalam mendukung ketersediaan air 

bersih, dan begitu pula sebaliknya. Jasa ekosistem penyediaan air ini dipengaruhi oleh 

berbagai hal, termasuk penutupan lahan hutan dan kondisi alamiah wilayah tersebut. 

Beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan kecenderungan 

berpotensi terjadinya peningkatan penyedia air bersih. Namun, berdasarkan hasil 

perhitungan ketersediaan air di Provinsi Bangka Belitung mengalami penurunan 

ketersediaan air.   Penurunan kulitas dan kuantitas air juga berkaitan dengan kejadian banjir 

dan genangan air. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, namun kejadian banjir dan 

genangan air menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit, serta menimbulkan 

kerusakan infrastruktur publik. Kejadian banjir dan genangan secara umum terjadi pada 

wilayah pemukiman yang notabene merupakan kawasan yang tidak mampu menampung 

air hujan yang melebihi kapasitas tampung sungai disekitarnya. Hal ini juga berkaitan erat 

dengan ketiadaan penutupan lahan hutan disekitar DAS. Secara umum peranan hutan 
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dalam menurunkan besaran banjir adalah melalui perlindungannya terhadap permukaan 

tanah dari gempuran tenaga kinetis air hujan. Banjir juga akan meningkatkan transportasi 

air dari hulu menuju hilir bersamaan dengan meningkatnya debit sungai. Banjir juga 

membawa sedimen dan bahan pencemar lainnya, termasuk ammonia, Fe dan Mn dari 

sumber domestik dan industri ke bagian hilir sungai, sehingga akan meningkatkan kadar 

ammonia dan kesadahan air yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas air terutama di 

daerah hilir.   

Menurunnya kualitas dan kuantitas air akan meningkatkan biaya pengelolaan air, 

karena air dengan kualitas yang butuk atau tidak memenuhi baku mutu air akan 

memerlukan biaya yang lebih besar untuk menghilangkan pencemar-pencemar yang 

terkandung didalamnya. Peningkatan biaya pengelolaan air ini pada akhirnya akan 

meningatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh penerima manfaat. Rendahnya kualitas air 

mengharuskan masyarakat untuk mencari sumber air bersih lainnya untuk keperluan 

domestik. Salah satu alternatifnya adalah menggunakan air minum dalam kemasan sebagai 

sumber air bersih. Tingginya jumlah rumah tangga yang menggunakan air kemasan 

mengindikasikan rendahnya kualitas sumber air baik air sungai maupun air sumur. 

Sebanyak 61,2% kepala keluarga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan air 

minum kemasan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, yang menunjukkan besarnya biaya 

yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih.   

Menurunnya kualitas air akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, salah 

satunya adalah penyebaran penyakit yang dapat menular melalui air atau water borne 

disease. Keberadaan pathogen diindikasikan oleh parameter E. Coli dan Fecal coli pada air 

menunjukkan kualitas air yang buruk. Dampak pathogen dalam air, terutama air bersih 

adalah terjadinya penyakit gastrointestinal dan penyakit kulit, salah satunya adalah diare. 

Bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diare termasuk dalam 10 jenis 

penyakit utama yang diderita masyarakat. Tingginya kasus diare menunjukkan bahwa 

penurunan kualitas air sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat.  

Penurunan kualitas dan kuantitas air permukaan memaksa masyarakat untuk 

mencari sumber air lainnya yang lebih ekonomis yaitu air tanah. Sumber air tanah dinilai 

memiliki kelebihan dibandingkan dengan sumber air permukaan, diantaranya adalah 

kualitasnya cukup baik, bisa cepat dan langsung dimanfaatkan. Penggunaan air tanah 

sebagai sumber air bersih di Provinsi Bangka Belitung banyak terjadi di masyarakat dengan 

pembuatan sumur bor di pemukiman untuk keperluan domestik di rumah tangga. Di wilayah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih ditemukan air limbah domestik terutama black 

water (air limbah yang mengandung tinja dan urin) yang tidak diolah, misalnya air limbah 
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domestik yang masuk keperairan, cubluk, dan lahan. Air limbah domestik yang tidak diolah 

ini akan menghasilkan gas rumah kaca berupa metana (CH4) dan N2O, sedangkan air 

limbah indsutri terutama dari industry CPO dan tapioka juga akan menghasilkan metana. 

Semakin besar produksi CPO dan tapioca yang dihasilkan, akan menghasilkan air limbah 

yang lebih besar sehingga akan mengemisikan GRK yang lebih tinggi pula. Begitu juga 

dengan limbah domestik, semakin tinggi air limbah domestik yang tidak dikelola, maka akan 

semakin besar GRK yang diemisikan. Penurunan kualitas dan kuantitas air akan 

menimbulkan berbagai dampak yang merugikan. Untuk mengatasi masalah penurunan 

kualitas air tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama 

dengan berbagai elemen masyarakat. Pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung melakukan kegiatan pencegahan pencemaran air yang berasal dari sektor industri, 

melalui kegiatan pengawasan lingkungan. Pemerintah daerah juga melakukan kegiatan 

normalisasi sungai dengan melakukan pengerukan sedimentasi di sungai. Normalisasi 

sungai ini diharapkan dapat mengembalikan alur dan daya tampung sungai sehingga dapat 

mengurangi potensi terjadinya banjir dan genangan air.  

Upaya lain yang dilakukan adalah pelaksanaan reboisasi terutama dibagian hulu 

sungai. Reboisasi ini diharapkan dapat menambah luas tutupan lahan hutan sehingga dapat 

memperbaiki system hidrologis DAS, sehingga fungsi hutan sebagai penyimpan cadangan 

air, dapat terjaga dan mencegah terjadinya bencana banjir maupun kekeringan. Selain itu, 

untuk memberi nilai tambah terhadap kolong sebagai sumber air pemerintah beserta 

masyarakat juga memanfaatkan kolong-kolong yang ada. Saat ini banyak kolong yang mulai 

dimanfaatkan sebagai objek wisata, juga sebagai media untuk budidaya ikan. Hal ini 

dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir dampak penurunan kualitas dan kuantitas air 

yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
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Tabel 2. 6 Kualitas Air Sumur, 2022  

No Lokasi Sumur  
Waktu 
Sampling  

Lintang  Bujur  
Temperatur 
°C  

pH Kekeruhan  Warna  Rasa Bau  TDS 
BOD 
(mg/L)  

COD 
(mg/L)  

DO 
(mg/L)  

1 
Kabupaten 
Bangka 

11 Maret 2020 -2.05381 106.1001 28,6 5,83 0,75 <25,0  
Tidak 
berasa 

Tidak 
berbau 

108 2,01 4,33 4,23 

2 
Kabupaten 
Belitung 

20 Februari 2020 -2.73246 107.6288 28,8 6,44 0,4 <25,0  
Tidak 
berasa 

Tidak 
berbau 

229 1,91 4,18 4,13 

3 
Kabupaten 
Bangka Barat 

12 Maret 2020 -2.05456 105.1759 28,9 4,23 0,36 <25,0  
Tidak 
berasa 

Tidak 
berbau 

197 2,11 5,48 4,23 

4 
Kabupaten 
Bangka Tengah 

12 Maret 2020 -2.48992 106.4124 27,2 6,07 1,64 <25,0  
Tidak 
berasa 

Tidak 
berbau 

184 1,91 3,9 4,23 

5 
Kabupaten 
Bangka Selatan 

17 Maret 2020 -3.01258 106.4506 27,4 5,87 0,34 <25,0  
Tidak 
berasa 

Tidak 
berbau 

134 2,11 5,48 4,53 

6 
Kabupaten 
Belitung Timur 

20 Februari 2020 -2.96905 108.1621 29,7 5,73 0,6 <25,0  
Tidak 
berasa 

Tidak 
berbau 

68,6 1,71 3,69 4,03 

7 
Kota 
Pangkalpinang 

13 Maret 2020 -2.13793 106.1548 30,7 4,86 0,58 <25,0  
Tidak 
berasa 

Tidak 
berbau 

110 2,32 3,11 4,13 

Sumber: Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022 
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Lanjutan Tabel 2.6   

No Lokasi Sumur  
Waktu 
Sampling  

Lintang  Bujur  

Total 
Fosfat 
sbg P 

(mg/L)  

NO 3 
sbg N 

(mg/L)  

NH3 -N 
(mg/L)  

Kadmium 
(mg/L)  

Tembaga 
(mg/L)  

Besi 
(mg/L)  

Timbal 
(mg/L)  

Mangan (mg/L)  

1 
Kabupaten 
Bangka 

11 Maret 2020 -2.05381 106.1001 <0,0316 1,02 0,0322 <0,00456 <0,0164 <0,0113 <0,0250 0,0522 

2 
Kabupaten 
Belitung 

20 Februari 2020 -2.73246 107.6288 0,15 0,665 <0,0172 <0,00456 <0,0164 0,136 <0,0250 0,0331 

3 
Kabupaten 
Bangka Barat 

12 Maret 2020 -2.05456 105.1759 <0,0316 0,655 0,815 <0,00456 <0,0164 0,166 <0,0250 <0,0197 

4 
Kabupaten 
Bangka Tengah 

12 Maret 2020 -2.48992 106.4124 <0,0316 0,78 0,128 <0,00456 <0,0164 0,0894 <0,0250 <0,0197 

5 
Kabupaten 
Bangka Selatan 

17 Maret 2020 -3.01258 106.4506 <0,0316 0,68 0,0178 <0,00456 <0,0164 0,0165 <0,0250 <0,0197 

6 
Kabupaten 
Belitung Timur 

20 Februari 2020 -2.96905 108.1621 <0,0316 0,735 <0,0172 <0,00456 <0,0164 0,166 <0,0250 0,0352 

7 
Kota 
Pangkalpinang 

13 Maret 2020 -2.13793 106.1548 <0,0316 0,66 0,71 <0,00456 0,0174 0,0518 <0,0250 <0,0197 

Sumber: Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022 

 



 

39 
 

DOKUMEN RENCANA INDUK SPALD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

Lanjutan Tabel 2.6  

No 
Lokasi 
Sumur  

Waktu 
Sampling  

Lintang  Bujur  
Seng 

(mg/L)  
Khlorida 
(mg/l)  

Sianida 
(mg/L)  

Nitrit 
sbg N 

(mg/L)  

Sulfat 
(mg/L)  

Khlorin 
bebas 

(mg/L)  

Fecal 
coliform 

(jml/100ml)  

Total 
coliform 

(jml/100ml)  

1 
Kabupaten 
Bangka 

11 Maret 2020 -2.05381 106.1001 <0,00676 0,5 0,0075 0,0124 15 <0,02  22 24 

2 
Kabupaten 
Belitung 

20 Februari 2020 -2.73246 107.6288 <0,00676 17,5 0,003 0,122 <3,18  0,02 11 430 

3 
Kabupaten 
Bangka Barat 

12 Maret 2020 -2.05456 105.1759 <0,00676 31,2 0,002 0,0213 35,9 <0,02  <1,80  2 

4 
Kabupaten 
Bangka 
Tengah 

12 Maret 2020 -2.48992 106.4124 0,0087 41 0,0035 0,00786 52 <0,02  14 17 

5 
Kabupaten 
Bangka 
Selatan 

17 Maret 2020 -3.01258 106.4506 <0,00676 16,5 <0,002 0,0178 31,3 <0,02  15 22 

6 
Kabupaten 
Belitung Timur 

20 Februari 2020 -2.96905 108.1621 0,0275 0,75 <0,002 0,0101 <3,18  <0,02  <1,80  18,9 

7 
Kota 
Pangkalpinang 

13 Maret 2020 -2.13793 106.1548 <0,00676 55,7 <0,002 0,00537 20,4 <0,02  <1,8  <1,8  

Sumber: Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022 
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2.1.6.  GEOLOGI 

Geologi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi 3 (tiga) 

yaitu: Geologi Pulau Bangka, Geologi Pulau Belitung dan Geologi Kota Pangkalpinang.  

Selengkapnya dapat dilihat pada uraian di bawah ini.   

 

2.1.6.1. Geologi Pulau Bangka  

Geologi Pulau Bangka tersusun oleh beberapa formasi atau satuan batuan secara 

urut dari muda ke tua sebagai berikut (Andi Mangga dkk., 1994 dan Margono dkk., 1995):  

1. Aluvium (Qa) berupa bongkah, krakal, krikil, pasir lempung dan gambut, dapat 

ditemukan di endapan rawa (Qs) terdiri dari lumpur lanau dan pasir;   

2. Formasi Ranggam (TQr) merupakan perselingan batu pasir, batu lempung dan batu 

lempung tufan dengan sisipan tipis batu lanau dan bahan organik; berlapis baik, 

struktur sedimen berupa perlapisan sejajar dan perlapisan silang siur. Ketebalan 

formasi ± 150 m d engan kandungan fosil yang dijumpai antara lain Moluska Amonia 

Sp., yang menunjukkan umur relatif tidak lebih tua dari Miosen akhir.   

3. Granit Klabat (TRJkg) berupa granit, granodiorit, adamelit, diorit dan diorit kuarsa, 

selain itu dapat dijumpai retas split dan pegmatit granit klabat secara radiometri batuan 

ini menunjukkan umur 217 juta tahun.   

4. Formasi Tanjung Genting (TRt) terdiri dari perselingan batu pasir malihan, batu pasir, 

batu pasir lempungan dan batu lempung dengan lensa batu gamping. Formasi Tanjung 

Genting terdiri atas perselingan batu pasir dan batu lempung batuan berlipat kuat, 

terbelah menjadi kepingan-kepingan tebalnya 250 sampai 1.250m. Dalam batu 

gamping dijumpai fosil Entrocus Sp, dan Encrinus Sp, fosil ini menunjukkan umur trias 

dengan lingkungan pengendapan diperkirakan berada pada laut dangkal. Lokasi 

batuan ini terdapat di Tanjung Genting dekat dengan Bintan.   

5. Diabas Penyabung (PTRD) berupa batuan yang berumur lebih muda disebut batuan 

diabas yang berbentuk kepingan, diterobos oleh granit klabat (TRJ kg) dan menerobos 

komplek Malihan Pemali (CPP). Umur formasi batuan ini diperkirakan 290 juta tahun 

yang lalu.    

6. Komplek Pemali (CPP) tersusun oleh filit dan sekis dengan sisipan kuarsit dan lensa 

batu gamping. Kondisi Komplek Pemali terkekarkan, terlipat, tersesarkan dan diterobos 

oleh granit Klabat. Deroever (1951) menjumpai fosil berumur Permian pada batu 

gamping, di dekat Air Duren, sebelah selatan tenggara Pemali. Umur batuan 

diperkirakan 290 juta tahun yang lalu dengan lokasi tipe di daerah Pemali.   
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2.1.6.2. Geologi Pulau Belitung  

Stratigrafi Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil di sekitarnya dapat diuraikan secara 

urut dari yang berumur muda hingga yang paling tua sebagai berikut (Baharudin dkk., 

1995):   

1. Aluvium (Qa) terdiri dari bongkah , kerakal, kerikil, pasir, lempung dan gambut, 

pasir berkarbon (Qpk) berwarna kehitaman bersisipan lempung. Kondisi batuan 

dari formasi ini bersifat tidak padu, berbutir sedang sampai halus, mengandung 

mineral berat dan lignit. Biasanya dijumpai lapisan yang mengandung mineral 

kasiterit. Batuan ini menindih tak selaras batuan pra tersier, dan ketebalan sekitar 

1-5 m.   

2. Formasi Tajam (PCTm) tersusun oleh batu pasir kuarsa bersisipan batu lanau 

terlipat sedang hingga kuat dan termalihkan rendah. Batu pasir berwarna putih -

hijau, padat, berbutir halus sampai kasar, menyudut tanggung - membundar, 

memperlihatkan lapisan bersusun dan sejajar, terkekarkan. Batu lanau berwarna 

hijau sampai kecoklatan, termalihkan sedang, tebal lapisan 2-40 cm. Biji timah 

primer dijumpai bersama kuarsa dalam urat rekah dan jejaring. Formasi ini diduga 

menjari dengan Formasi Kelapa kampit yang berumur permo-karbon.   

3. Formasi Kelapa Kampit (PCKs) berupa batuan sedimen flisch yang terlipat lemah 

sampai sedang, terdiri atas batu pasir malihan berselingan dengan batu sabak, 

batu lumpur, serpih, batu lanau tufan, dan rijang. Batu pasir malihan berwarna 

putih sampai kelabu muda, kompak, berbutir halus-kasar, menyudut tanggung-

membundar. Tebal lapisan 2-7 meter. Dapat dijumpai lapisan bersusun, silang-siur 

dan gembur bergelombang. Batu sabak dan batu serpih berwarna hitam, 

menunjukkan pelapisan sejajar dan mengandung kasiterit dan galena. Tebal 

perlapisan 5-20 cm. Batu lumpur berwarna hitam, berlembar, tebal pelapisan 4 -6 

m. Batu lanau tufan kelabu muda, kompak, tebal pelapisan 1-4 m. Rijang, kelabu 

muda kemerahan, kersikan, mengandung radiolaria tebal pelapisan 10 sampai 20 

m. Formasi ini berumur permo-Carbon. Formasi ini terendapkan dalam lingkungan 

laut dengan ketebalan yang tersingkap lebih dari 500 m.   

4. Formasi Siantu (PCsv) terdiri dari lava basal dan breksi gunung api. Lava basal, 

hijau tua, pejal, kasat mata, setempat menunjukkan struktur lava bantal. Kemas 

antar butir terdiri atas plagioklas, piroksin, dan mineral sekunder klorit, kalsit. 

Breksi gunung api, fragmen umumnya basal berukuran 20-40 cm, menyudut 

tanggung-membundar tanggung dengan matrik pasir kasar. Satuan ini 

terendapkan dalam lingkungan laut dan diduga menjemari dengan kelapa kampit.   
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5. Granit Tanjung Pandan (Trtg) tersusun oleh granit, warna kelabu muda, 

holokristalin, berbutir kasar-sangat kasar, butir hipidiomorfik terdiri atas kuarsa, 

felspar, plagioklas, biotit hornblenda. Batuan ini termasuk dalam tipe ñSò 

(PITFIELD, 1987, dalam BAHARUDIN & SIDARTO, 1995), mengandung grey sand 

yang kaya mineral kasiterit primer. Umur mutlaknya berdasarkan K-Ar berkisar dari 

208-245 juta tahun yang lalu.  

6. Adamelit Baginda (Jma) berupa adamelit, kelabu sampai kehijauan, holokristalin, 

ekuigranular berbutir kasar dengan mineral penyusun terdiri atas kuarsa, felspar, 

plagioklas, biotit, hornblenda, serta mineral sekunder seperti klorit, karbonat, 

limonit dan oksida besi. Berdasarkan analisis kimia batuan ini termasuk ke dalam 

tipe granit ñIò (PITFIELD, 1987, dalam BAHARUDIN & SIDARTO, 1995), yang tidak 

mengandung mineral kasiterit. Umur mutlaknya berkisar dari 160 -208 juta tahun.  

7. Granodiorit Burung Mandi (Kbg) tersusun oleh granodiorit kelabu muda sampai 

kehijauan, holokristalin, ekuigranular, dan hipidiomorfik. Mineral penyusun adalah 

kuarsa, plagioklas, felspar, biotit, hornblenda, dan mineral sekunder seperti klorit, 

karbonat dan oksida besi. Berdasarkan hasil analisa kima, batuan ini termasuk ke 

dalam granit tipe ñIò (PITFIELD, 1987, dalam BAHARUDIN & SIDARTO, 1995). 

Umur mutlaknya antara 115-180 juta tahun.  

8. Diorit Kuarsa Batu Besi (Kbd) terdiri dari diorit kuarsa, warna hijau -kelabu muda, 

holokristalin, berbutir sedang, hipidiomorfik granular, mineral penyusunnya adalah 

kuarsa, plagioklas, K-felspar, biotit, hornblenda klorit, dan oksida besi. Umur 

mutlaknya antara 115-160 juta tahun.   

 

2.1.6.3. Geologi Kota Pangkalpinang  

Struktur bebatuan di wilayah Kota Pangkalpinang mempunyai struktur utama 

berupa depresi lipatan geoantiklin. Dilihat dari proses pembentukannya dapat dibedakan 

dalam tiga jenis, yaitu:  

1. Batuan alluvium (Qa) merupakan endapan permukaan berupa endapan atau 

sedimen klastik atau endapan yang terbentuk oleh proses mekanik. Alluvium (Qa) 

merupakan endapan batuan klastik yang terjadi pada zaman atau berumur 

Holosen. Endapan alluvial tersebut berupa bongkah, kerakal, kerikil, pasir, dan 

lumpur. Sebaran alluvial (Qa) terletak di dataran pantai dan dataran banjir sungai -

sungai yang menyebar hampir merata di Kecamatan Pangkal Balam, Kecamatan 

Rangkui, Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Bukit Intan, dan Kecamatan 

Gerunggang.   
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2. Batuan endapan yang membentuk Formasi Tanjung Genting (TRt) merupakan 

batuan sedimen yang terbentuk dari hasil pemisahan atau penguraian batuan asal. 

Formasi Tanjung Genting (TRt) berupa batu pasir (sandstone) dan batu liat (shale), 

yang terbentuk karena pemisahan dan atau penguraian disebabkan oleh pengaruh 

fisik alam dan atau kimia alam. Tanjung Genting (TRt) berdasarkan tekstur dan 

komposisi mineralogisnya berupa sedimen klastik. Formasi ini merupakan 

punggung gunung atau perbukitan bersisi terjal di ata s endapan tufa, dan dataran 

endapan bertufa perbukitan, terletak di Kecamatan Pangkal Balam, Kecamatan 

Gerunggang, dan Kecamatan Bukit Intan.   

3. Formasi Pemali Kompleks (CPp) merupakan batuan malihan (metamorfosis) yang 

terbentuk karena pengaruh tekanan besar (kuat) dan temperatur tinggi, sehingga 

batuan mengalami perubahan bentuk (pemalihan atau metamorfosa). Formasi 

Pemali Kompleks (CPp) terletak perbukitan tidak teratur dan perbukitan berurutan 

dengan lembah sangat curam dan lereng sangat terjal di atas batu beku asam. 

Mineral timah yang sudah berbentuk remah ikut terbawa air sungai, yang sering 

ditambang oleh masyarakat. Formasi ini ada di Kecamatan Bukit Intan dan 

Kecamatan Rangkui.  

Selengkapnya terkait peta geologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada 

gambar berikut:  
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Gambar 2. 4 Peta Geologi  

 

    Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034


























































































































































































































































































































































































































































